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PERJANJIAN KERJA BERSAMA 
ANTARA  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
BPVP KENDARI 
DENGAN 
BLK KOMUNITAS BAITURAHMAN
NOMOR : ………………………….
NOMOR : …………………………

TENTANG
PELAKSANAAN BANTUAN PROGRAM PELATIHAN BLK KOMUNITAS TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh delapan  bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
1.	Nama	: …………………..	
NIP 	: …………………..
Jabatan	: …………………..
yang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertindak untuk dan atas nama BPVP Kendari,  yang berkedudukan di  Jalan Untung Suropati Kecamatan Sungai Kunjang, Kendari, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2.	Nama	: …………………..
	Jabatan	: …………………..
Selaku  Penanggung  Jawab  lembaga  Penerima  Bantuan  yang bertindak untuk dan atas nama BLK Komunitas Baiturahman yang berkedudukan di …………………………………………………….., yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya  disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama dalam rangka pelaksanaan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:
[image: https://pbs.twimg.com/profile_images/641639979060346880/3obKtBDl.jpg]


Pasal 1 
DASAR
(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari ditetapkannya Keputusan KPA BPVP Kendari Nomor ………………………… tahun 2024 tentang Penetapan Penerima Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024.
(2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama ini tunduk pada Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Nomor 2/3836/LP.03.02/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun Anggaran 2024, beserta peraturan perundang-undangan lainnya.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa ada unsur paksaan.

Pasal 2
HAK DAN KEWAJIBAN
(1) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU meliputi:
a. berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA;
b. berhak menerima laporan penggunaan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 dari PIHAK KEDUA;
c. berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
d. berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan standar minimal pelaporan yang telah ditentukan;
e. berhak menghentikan bantuan jika Penerima Bantuan tidak melaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis penggunaan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024;
f. wajib membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan;
g. wajib menaati semua ketentuan yang berlaku dalam Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024.
(2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA meliputi:
a. berhak menerima bantuan sesuai dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang telah ditetapkan;
b. wajib mengelola Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 yang diterima dari PIHAK KESATU secara efisien, efektif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. wajib melaksanakan kegiatan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024;
d. wajib melaporkan hasil kegiatan kepada PIHAK KESATU paling lambat 5 (lima) hari setelah pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
e. wajib memberikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 apabila sewaktu-waktu diminta oleh PIHAK KESATU.

Pasal 3 
NILAI BANTUAN
(1) Nilai Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 sebesar maksimum Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per paket program pelatihan.
(2) Nilai Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum pada ayat (1) sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPVP Kendari.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN
(1) Pekerjaan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dalam jangka waktu sesuai program pelatihan yang telah ditetapkan.
(2) Masa pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak tanggal Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 5
TATA CARA DAN SYARAT PENCAIRAN
(1) Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening kas negara ke rekening PIHAK KEDUA melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
(2) Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan 2 (dua) tahap.
(3) PIHAK KESATU akan mencairkan bantuan tahap I sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. telah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh PARA PIHAK;
b. rincian Rencana Penggunaan Dana Bantuan (RPDB) yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan disetujui oleh PIHAK KESATU;
c. surat kesanggupan Penerima Bantuan menggunakan bantuan program pelatihan BLK Komunitas sesuai rencana yang telah disepakati; dan
d. surat pernyataan kesanggupan penerima Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara melalui BPVP Kendari;
e. jadwal pelaksanaan pekerjaan.
(4) PIHAK KESATU akan mencairkan bantuan tahap II sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PIHAK KEDUA telah mempergunakan bantuan sekurang-kurangnya 80% dari nilai bantuan tahap I;
b. PIHAK KEDUA menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan tahap I;
c. PIHAK KEDUA menyusun dokumen sebagaimana dokumen yang diperlukan untuk pencairan tahap I.

Pasal 6
KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN
(1) PIHAK	KEDUA siap dan sanggup melaksanakan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 sesuai Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPVP Kendari;
(2) PIHAK KEDUA melaksanakan Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Program Pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2024.

Pasal 7
SISA DANA BANTUAN
(1) PIHAK KEDUA siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke kas negara jika sudah tidak digunakan melalui BPVP Kendari;
(2) Jika disetor tahun berjalan digunakan MAK 526312 (belanja barang untuk bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah) dengan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB), jika disetor pada tahun 2024 digunakan MAK 423952 (penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu) dengan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Pasal 8
PERSELISIHAN
Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dapat meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk dilakukan penyelesaian perselisihan.

Pasal 9 
SANKSI
(1) Jika terindikasi kesalahan administratif maka akan dilaporkan kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan untuk dilakukan Audit Dengan Tujuan Tertentu.
(2) Jika pelanggarannya bersifat indikasi tindak pidana dan/atau perdata, Penerima Bantuan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Jika pelanggarannya bersifat administratif, maka Penerima Bantuan dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan sejenis sampai batas waktu yang tidak ditentukan oleh Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan;
(4) PIHAK KEDUA siap mengembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan Petunjuk Teknis.

Pasal 10 
LAPORAN
(1) PIHAK KEDUA siap dan sanggup memberikan laporan penggunaan dana berdasarkan rencana penggunaan dana yang disetujui kepada PIHAK KESATU.
(2) PIHAK KEDUA siap dan sanggup membuat laporan pertanggungjawaban kepada PIHAK KESATU setelah pekerjaan selesai.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
a. adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara;
b. adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini.
(3) Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Apabila terjadi force majeure maka salah satu pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat- lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure.
Pasal 12 
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Perubahan pada Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dibuat setelah melalui Konsultansi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan Petunjuk Teknis.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.


	PIHAK KESATU,
Pejabat Pembuat Komitmen
BPVP Kendari




……………….
NIP…………………………..
	PIHAK KEDUA,

BLK Komunitas ……………….




……………………….
Kepala




MENGETAHUI,
Kuasa Pengguna Anggaran
 BPVP Kendari



…………………
NIP …………………………
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